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Jakarta, 14 Juli 2023 

 

Nomor  : 203/PSHK/VI/2023 

Perihal  : Pengumuman Nama-Nama Calon Peserta Konferensi Nasional Kebebasan   
                              Sipil 2023 dengan Makalah Terpilih  
Lampiran : 1 Berkas 

 

Kepada Yth 

Calon Peserta Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023 

Di Tempat 
 

Dalam rangka pelaksanaan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023, Pusat Studi Hukum dan 
Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera telah melakukan 
penilaian terhadap seluruh makalah yang masuk sebanyak 35 makalah. Berdasarkan hasil 
penilaian, panitia mengumumkan peserta dengan makalah terpilih. Adapun nama-nama Peserta 
Penulis Makalah Terpilih pada Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023 tertulis dalam lampiran 
surat ini. 

Panitia mengucapkan selamat kepada Peserta Penulis Makalah Terpilih. Demikian surat ini, atas 
perhatian dan kerja sama, kami ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Kami, 

 

 

Muhammad Nur Ramadhan 

Ketua Pelaksana Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023 
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Lampiran 
 

 
Nama-Nama Peserta Penulis Makalah Terpilih 

Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023 

Jakarta, 25-26 Juli 2023 

 

 

 

 

Subtema I: Partisipasi dalam pembentukan kebijakan 

 
No Nama Judul Makalah Institusi 
1 Allan Fatchan Gani Wardhana Partisipasi Masyarakat Dalam 

Penataan Ruang Kawasan Perkotaan: 
Raga Pengaturan, Evaluasi & 
Konsepnya Ke Depan 

Fakultas Hukum 
Universitas Islam 
Indonesia 

2 Delpredo Marhaen Protes Sebagai Partisipasi: 
Perlindungan Hak Sipil dan Politik 
Pelajar Dalam Proses Pembentukan 
Undang-Undang Cipta Kerja 

Blok Politik Pelajar 
(BPP) 

3 Haykal dan Trisna Dwi Yuni Aresta Serikat Pekerja Sebagai Episentrum 
Peningkatan Partisipasi Pekerja 
Migran Dalam Pembentukan 
Kebijakan 

Fakultas Hukum 
Universitas Andalas 

4 I Made Halmadiningrat, Ni Kadek 
Ayu Sri Undari dan Putu Kanitha 
Putri Amaris 

Rekonstruksi Pengaturan Affirmative 
Action Pada Model Partisipasi 
Masyarakat Adat Dalam 
Pembentukan Perundang-Undangan 

Universitas Udayana 

5 Mirza Satria Buana dan Ellisa 
Vikalista 

Partisipasi Publik dalam Pengawasan 
Preventif Ex-ante dan Ex-post 
Peraturan Perundang-undangan 

Fakultas Hukum 
Universitas Lambung 
Mangkurat 

6 Muhammad Ichsan Kabullah dan 
Charles Simabura 

Delegitimasi Pengawasan Publik 
Dalam Pembentukan Peraturan 
Daerah: Studi Komparatif Aceh dan 
Sumatera Barat 

Universitas Andalas 

7 Richo Andi Wibowo Gugatan Masyarakat Perbuatan 
Melawan Hukum oleh Pemerintah 
dan Pengaruhnya pada Pengambilan 
Kebijakan 

Fakultas Hukum UGM 

8 Rizki Emil Birham dan Asrul Ibrahim 
Nur 

Model Harmonisasi Partisipasi Publik 
Dalam Legislasi Tripartit 

 

Sekretariat Jenderal 
DPR RI dan University 
of Debrecen 
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Subtema II: Kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat 

 
No Nama Judul Abstrak Institusi 

1 

Inggar Saputra, Wida Nofiasari, Indra 
Ancaman Kebebasan Berekspresi Dan 
Berpendapat di Era Digital (Studi 
Kasus Tiktokers Syarifah) 

Universitas Media 
Nusantara Citra, 
Universitas Jakarta 

2 

M. Hafizh Nabiyyin, Shinta Ressmy 
Cakra Ningrat 

Disproporsionalitas Moderasi Konten 
sebagai Ancaman Kebebasan 
Berekspresi di Masa Pemilu 

Southeast Asia 
Freedom of 
Expression Network 
(SAFEnet) 

3 

Jamaludin Ghafur 

Gagasan Pengujian Peraturan 
Internal Partai Politik di Pengadilan: 
Ikhtiar Melindungi Hak Konstitusional 
Berserikat Warga Negara 

Universitas Islam 
Indonesia 

4 

Luna Dezeana Ticoalu, Farah Naurah 
Khansa 

Kompleksitas Pembubaran Ormas: 
Tantangan dan Strategi dalam 
Pelindungan dan Peluasan Civic 
Space 

Universitas Brawijaya 

5 

Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie 
Fenomena Eksistensi Transgender 
pada Media Sosial dalam Perspektif 
Kebebasan Berekspresi di Indonesia 

Universitas 
Mulawarman 

6 

Ronaa Nisa’us Sholikhah 
Meninjau kembali Konsep Moderasi 
Beragama: Sulitnya Mendirikan 
Rumah Ibadah di Indonesia 

Universitas Islam 
Internasional 
Indonesia 

 

 

 

Subtema III: Pelindungan pembela HAM 

 
No Nama Judul Abstrak Institusi 

1 Chikita Edrini Marpaung Impunitas Terhadap Pelaku 
Penyerangan Fisik Kepada Pembela 
Hak Asasi Manusia: Urgensi 
Penerbitan Rancangan Undang-
Undang Pembela Hak Asasi Manusia 

Chonnam National 
University 

2 Moch. Choirul Rizal Unsur “Melawan Hukum” terkait 
Pelindungan Data Pribadi: 
Memaknainya untuk Pelindungan 
Pembela HAM 

IAIN Kediri 

3 Nabhan Aiqani Perlindungan Petani dan Buruh 
Kelapa Sawit: Penerapan Regulasi 
Mandatori Uji Tuntas HAM dan 
Tanggung Jawab Perusahaan 

SETARA Institute 

4 Orin Gusta Belenggu Perempuan Pembela HAM: 
Studi Implementasi Pencegahan dan 
Penanganan Kasus Kekerasan Seksual 
di Perguruan Tinggi 

Universitas 
Mulawarman 

5 Resti Fauzi Gugatan Warga Negara sebagai 
Ruang Gerak Masyarakat Sipil dalam 
Melakukan Advokasi Kebijakan 

LBH Jakarta 



4 
 

6 Rico Septian Konstruksi Tiga Elemen Penting 
terhadap Pembela Hak Asasi Manusia 
di Indonesia (Sebuah Pembelajaran 
dalam Perlindungan Pembela Hak 
Asasi Manusia (HAM) di Beberapa 
Negara) 

Universitas Palangka 
Raya (UPR) 

7 Sayyidatiihayaa Afra Geubrina 
Raseukiy 

Kultur Demokrasi Maskulin: 
Perempuan Lombok dan Karawang 
yang Ditinggalkan Menghadapi 
Kerusakan Lingkungan 

Satya Bumi 

8 Sendy Pratama Firdaus dan Yessy 
Handayani 

Formulasi Kebijakan Rehabilitasi 
Sosial Pembela HAM atas Lingkungan 
Hidup yang Mengalami Kekerasan 
dan Diskriminasi 

Universitas Jember 

9 Surti Handayani Masyarakat Adat dalam Pusaran 
Perlindungan Hak Asasi Manusia 
(HAM) dalam Mempertahankan 
Wilayah Adatnya 

PPMAN 

 

 


